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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI TATA TERTIB, PEMIDANAAN, 

PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

 

A. Tinjauan Umum Mengenai Pemidanaa 

1. Pengertian Dasar Pemidanaan 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 

umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 

sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan 

hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut 

sebagai berikut :21 

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 

berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan 

itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana 

formil mengatur cara bagaimana cara pidana seharusnya dilakukan dan 

menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. 

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana 

formil sebagai berikut :22 

                                                           
21Leden Marpaung, Asas-Teori-Prakti Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,hlm.2. 
22 Ibid 
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a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 

menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 

pelanggar pidana untuk dihukum, menunjukan orang dapat dihukum 

dan kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahakan 

hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-

orang dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. 

b. Hukum pidana formil tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara 

bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh 

keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. 

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil 

berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, 

sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara 

menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. 

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, 

dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 

mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana. Karena itu 

teori ini disebut juga teori konsekuialisme. Bahwa pemidanaan itu sama 

sekali bukan di maksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan 

sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai 

upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana 

atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa 

tahap perencanaan berikut : 

a. Pemberian pidana oleh pembuatan undang-undang; 
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b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur 

dalam Pasal 10 KUHP yakni : 

a. Pidana Pokok 

1. Pidana mati 

2. Pidana penjara 

3. Pidana kurungan 

4. Pidana denda 

b. Pidana Tambahan 

1. Pencabutan hak-hak tertentu 

2. Perampasan barang-barang tertentu 

3. Pengumuman putusan hakim 

Mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut 

adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang 

terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana 

tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan 

biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal 

ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam 

ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat 

imperative atau keharusan. 

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu 

tindahakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim 
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dapat dijalankan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana 

tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

A. Pidana Pokok 

1. Pidana Mati 

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu : 

“pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher 

terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana beridiri”. 

Di dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana 

mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 

111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, 

Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 

ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP, Pasal 2 ayat (2) UU No.31 

tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan 

akan dilaksanakan setelah mendapatkan Flat Eksekusi dari Presiden 

(Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana 

tidak mengajukan permohonan grasi. 

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan 

Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon 

pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana 

sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesaui dengan ketentuan 

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pokok Kekuasaan 
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Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan 

memperhatikan kemanusiaan yang berlandaskan Pancasila sila ke-2 

dimana memiliki arti bahwa adanya kesadaran sikap dan perbuatan 

manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam 

hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umum. 

 

2. Pidana Penjara 

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah 12 menegaskan bahwa 

23 “Pidana  penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan 

kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu 

bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. 

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai 

penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, 

bahwa :24 

“Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, 

dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup” 

Pidana seumur hidup biasanya tercantum dipasal yang juga ada 

ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua 

puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa :25 

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 

pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan 

                                                           
23 A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah dalam Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum 

Penetensier Indonesia, Bandung, Alfabeta,2010, hlm.91 
24 Ibid, hlm.91. 
25 P.A.F Lamintang, Hukum Penetensier Indonesia, Armico,Bandung, 1988, hlm.69. 
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dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatn 

dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib 

yang berlaku didalam lembaga pemasayarakatan yang dikaitkan dengan 

suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan 

tersebut. 

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 

otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, 

seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan 

umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain. 

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja 

dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi juga 

narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti : 

a. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-Undang Pemilu). Di 

Negara liberal pun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian 

perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. 

b. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik 

bebas dari perlakuan manusai tidak baik. 

c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah 

dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu. 

d. Hak untuk dapat perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin 

praktik (dokter, pengacara, notaries, dan lain-lain). 

e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup. 
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f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan 

salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata. 

g. Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara 

menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa 

dan hanya bersifat formalitas berkala. 

h. Beberapa hak sipil yang lain. 

 

3. Pidana Kurungan 

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, 

keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana 

kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan 

mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. 

Pidana kurangan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 

dengan pidana penjara, hal ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa 

berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 

KUHP yang ternyata pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu 

hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam 

Pasal 18 KUHP, bahwa : 

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada 

pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan 

Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana 

kurangan sekali-kali tidak boleh lebih dari datu tahun empat bulan”.  
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Menurut Vos, pidana kurungan dasarrnya mempunyai dua tujuan, 

yaitu :26 

a. Sebagai custodia honesia untuk tindak pidana yang tidak menyangkut 

kejahatan kesusilaan, yaitu delic culpa dan beberapa delic dolus, 

seperti perkelahian sata lawan (pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana  

(pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, 

contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut 

kejahatan kesusilaan. 

b. Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik 

pelanggaran. 

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana 

kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan 

khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja Negara. 

4. Pidana Denda 

Merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana 

penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah 

kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 

Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia 

telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. 

 

                                                           
26 Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bnetuk Khusus Perwujudan Delik, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2006, hlm.289. 
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Menurut P.A.F.Lamintang bahwa :27 

“Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah 

menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku 

dari tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana 

denda dijatuhkan terhadap terpidana. Walaupun denda dijatuhkan 

terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara 

sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana”. 

 

B. Pidana Tambahan 

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 

pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal 

tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini 

bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. Menurut 

Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda 

dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut 

adalah:28 

1. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. 

Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana 

satu-satunya. 

                                                           
27 P.A.F. Lamintang, Ibid, hlm.69. 
28 Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan 

Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm.45. 
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2. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan 

suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, 

ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan, 

3. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan 

kepada beberapa perbuatan pidana tertentu. 

4. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu 

perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah 

fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya 

atau tidak. 

Pidana tambahan sebernarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat 

sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif 

inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam 

kemungkinan mendapat grasi. 

 

2. Teori Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan 

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat 

dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List dalam Bambang 

Purnomo, yang mengajukan problematic sifat pidana yang menyatakan 

bahwa, rechtsguterschutzdurch rechtsguterverletung yang artinya 

melindungi kepentingan tetapi dalam menyerang kepentingan.29 Dan 

menurut Hugo de Groot dalam Bambang Purnomo menjelaskan bahwa, 

                                                           
29 Purnomo, Bambang, 1982. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty. Hlm 27 
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dalam hubungan tersebut malumpassionis (quod infligitur) propter malum 

actionis yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh 

perbuatan jahat, sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang kedua 

pendapat tersebut, maka dapat dilihat adanya suatu pertentangan mengenai 

tujuan dari pemidanaan. Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai 

suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute. Berbagai 

pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga melahirkan 

beberapa teori dan konsep pemidanaan antara lain  :30 

a) Teori Retributif (Retribution theory) 

Teori Retributif atau teori Pembalasan Pidana penjara yang dikenal 

di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan 

wujud dari berbagai teori yang meyakini akan manfaat dari suatu hukuman 

sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana 

ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda. 

b) Teori Pencegahan Kejahatan (Deterrence Theory) 

Teori Pencegahan Menjatuhkan Hukuman sebagai upaya 

membuat jera guna mecegah terulang kembali tindak kejahatan 

merupakan ide dasar dari deterrence (pencegahan kejahatan), maksudnya 

tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencehagan. 

 

                                                           
30 Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety.2007. Pidana Penjara Mau Kemana. 

Jakrta: CV. Indhill Co. hlm 6-27. 
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c) Teori Rehabilitas (Rehabilitation theory) 

Teori rehabilitasi dijatuhkannya hukuman kepada pelaku 

kejahatan, bukan saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang 

merugikan atau penjaraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu 

yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana beban, tetapi pidana hilang 

kemerdekaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan 

seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatsi 

kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku 

kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan 

menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga 

dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak pidana 

kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya. 

d) Teori Abolisionis 

Adanya gerakan abilisionis, yaitu ketidak puasan terhadap hasil 

yang dicapai dari adanya sanksi berupa pidana penjara, ternyata 

mendorong suatu gerakan yang membentuk masyarakat yang bebas, 

dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi pemikiran 

punitive. Sedangkan menurut Gregorius Aryadi, kelompok abolisionis 

tersebut ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi 
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dipertahankan dalam masyarakat beradab, di samping karena dipandang 

kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat.31 

3. Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Filsafat Pemidanaan 

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan 

tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut 

masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, 

Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada 

Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan 

Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, 

yaitu :32 

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan 

kejahatan baik secari menakut-nakuti orang banyak (generals 

preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah 

melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan 

kejahatan lagi (special preventif), atau 

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan 

kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya 

sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 

 

                                                           
31  Aryadi, Gregorius.1995. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. Yogyakarta:Univertitas 

Atma Jaya.hlm 12 
32 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 

1981, hlm.16  
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Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana 

perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan 

pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa 

bersalah bagi yang bersangkutan. 

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak 

dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, 

P.A.F.Lamintang menyatakan :33 

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang 

ingin dicapai dengan sautu pemidanaan, yaitu : 

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, 

b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-

kejahatan, dan 

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu 

untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang 

dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana 

mengandung unsur-unsur atau cirri-ciri sebagai berikut :34 

a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 

menyenangkan; 

                                                           
33 P.A.F. Lamintang, Ibid, hlm.23. 
34 Wijayanto dan Ridwan Zachrie, Korupsi Mengorupsi Indonesia, PT Gramedia Pustaka 

Utama,Jakarta,2009,hlm.840. 
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b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); 

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 

tindak pidana menurut undang-undang. 

Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan 

yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Sudarto :35 

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 

diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 

hukumannya (berchen), menetapkan  hukum untuk suatu peristiwa itu 

tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum 

perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, 

maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam 

perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau 

pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. 

Menurut M.Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan 

politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan 

masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup 

dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan 

                                                           
35 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung, 1997, hlm.36  
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pelaku.  M.Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana 

berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu :36 

a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut 

menjungjung tinggi harkat dan martabat sesorang. 

b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat 

orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan 

menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan 

konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, 

c. Keadilan, dalama artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan 

adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun 

masyarakat). 

Tujuan pemidanaan dalam Pemasyarakatan dalam penggolangan 

narapidana sendiri dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu : 

a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi 

melakukan tindak pidana. 

b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam 

membangun bangsa dan negaranya. 

c. Mampu mendekatkan diri kepda Tuhan Yang Maha Esa dan 

mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat.37 

 

                                                           
36 M Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & 

Implementasinya, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.59. 
37 Pasal 12 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
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B. Tinjauan Pustaka Mengenai Pembinaan 

1. Pengertian Dasar Pembinaan Narapidana 

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar 

dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian 

serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.38 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesi 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 

Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud Pembinaan adalah : 

“Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan 

jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian 

pembinaan sebagai berikut : 

a. Pembinaan merupakan proses, pembuatan, cara membina; 

b. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, penyempurnaan; 

c. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara berdaya dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang 

baik. 

                                                           
38 http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/prngrtian-pembinaan-meurut-para-

ahli.html Diakses pada tanggal 2 Agustus Pukul 09.00 WIB 

http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/prngrtian-pembinaan-meurut-para-ahli.html
http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/prngrtian-pembinaan-meurut-para-ahli.html
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Menurut Mangunhardjana39 pembinaan adalah suatu proses belajar 

dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan dipelajari hal-hal yang baru 

belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk 

membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru 

untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan pula 

mengenai Pembinaan, dengan penjelasan Pasal sebagai berikut : 

Pasal 2 

(1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan 

dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. 

(2) Program pembinaan diperuntukan bagi Narapidana dan Anak Didik 

Pemsyarakatan. 

(3) Program pembimbingan diperuntukan bagi klien. 

Pasal 3 

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : 

a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara; 

c. Intelektual; 

d. Sikap dan perilaku; 

e. Kesehatan jasmani dan rohani; 

                                                           
39 Mangunraharja. Pemidanaan dan arti metodenya. Jakarta,1987, Hlm 12 
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f. Kesadaran hukum; 

g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat; 

h. Keterampilan kerja; dan 

i. Latihan kerja dan produktif. 

Pasal 4 

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri 

dari atas : 

a. Pembina Pemasyarakatan; 

b. Pengaman Pemasyarakatan; dan 

c. Pembimbing kemasyarakatan. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang 

betugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 

(3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali 

sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Menteri. 

Pasal 5 

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga 

Binaan Pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan 

instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau 

perorangan yang kegiatannya sesaui dengan penyelengaraan sistem 

pemasyarakatan. 

Pasal 6 

(1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana. 

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian atas kegiatan program pembinaan. 
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(3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan 

pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan 

masyarakat. 

  Pasal 7 

(1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap 

pembinaan. 

(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 

atas 3 (tiga) tahap, yaitu : 

a. Tahap awal; 

b. Tahap lanjutan; dan 

c. Tahap akhir. 

(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui 

sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina 

Pemasyarakata, Pengaman Pemsyarakatan, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. 

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil 

pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan. 

(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaia, dan melaporkan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Menteri. 

Pasal 8 

(1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS 

disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 

(2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa 

klasifikasi dan spesifikasi. 

(3) Ketentuan mengenai klasifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 
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Pasal 9 

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus 

sebagai Narapidana sampai denngan 1/3 (satu per tiga) dari masa 

pidana. 

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaiman dimaksud dala Pasal 7 ayat 1 

huruf b meliputi : 

a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal 

sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan 

b. Tahap lanjutan kedau, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan 

pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. 

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan 

berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. 

Pasal 10 

(1)  Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) meliputi : 

a.  Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling 

lama 1 bulan; 

b.  Perencanaan program pembinaan Kepribadian dan Kemandirian; 

c.  Pelaksaan program pembinaan Kepribadian dan Kemandirian; dan 

d.  Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. 

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan 

sebagai sistem perlakuan bagi narapidana. Pembinaan tersebut yang 

meliputi berbagai upaya pembinaan atau bimbingan menjadi indikator dari 

pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 
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Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwasannya 

pembinaan itu adalah membina narapidana dalam usaha perbaikan 

terhadap tingkah laku yang menyimpang. Hal ini dapat dilakukan dengan 

pendekatan perseorangan yaitu metode social case work: cara menolong 

seseorang dengan konsultasi untuk memperbaiki hubungan sosialnya 

sehingga memungkinkan mencapai kehidupan yang memuaskan dan 

bermanfaat. 

2. Teori Pembinaan Terhadap Narapidana 

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, pembinaan adalah hal-hal yang meliputi : 

a. Proses 

b. Pembaharuan, penyempurnaan 

c. Usaha, tindakan dari kegiatan yang dilakukan secara berdaya 

guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik. 

Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau 

pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukan adanya 

kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai 

kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat 
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dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua 

pembinaan dapat menunjukan kepada “perbaikan” atas sesuatu.40 

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan 

di lembaga pemasyarakatan tidak semua narapidana dicampur, akan tetapi 

harus digolongkan yang mana sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 yaitu umur, lama pemidanaannya, jenis 

kejahatannya dan sesaui dengan kebutuhan dan perkembangan di lembaga 

pemasyarakatan dengan demikian harapan pemerintah yang diharapkan 

dapat terpenuhi. 

Menurut A. Achmad S. Soemadipradja dan  Romli Atmasasmita, 

berpendapat mengenai sifat orang yang dapat dikategorikan untuk 

menggolongkan yaitu : 

“Orang-orang hukuman kemerdekaan yang mempunyai sifat-sifat 

khas adalah : 

1. Orang laki-laki dan perempuan. 

2. Orang-orang hukuman dibawah umur. 

3. Orang-orang hukuman yang sudah lanjut usia. 

4. Orang-orang hukuman wanita. 

5. Orang-orang hukuman seumur hidup.41 

                                                           
40M Thoha. Pembinaan Organisas, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003.hlm7 
41 Achmad R. S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita,. Sistem Pemasyarakatan Di 

Indonesia, Bandung,1979,hlm.34 
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Sedangkan mengenai metoda pembinaan/bimbingan diakomodir 

dalam dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada 

“SEPULUH PRINSIP PEMASYARAKATAN yang terdapat dalam 

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-

PK.04.10tahun 1990”, yaitu: 

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan 

peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang 

pembalasan. Hal ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap 

narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa 

tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. 

Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik 

hanya dibatasi kemerdekaan-nya untuk leluasa bergerak di dalam 

masyarakat bebas. 

3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka 

bertobat. Berika kepada mereka pengertian mengenai norma-norma 

hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup 

kemasyarakatannya. 

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau 

lebuh jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara 

diantaranya agar tidak mencapur-baurkan narapidana dengan anak 

didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan 

sebagainya. 
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5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para 

narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 

Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk 

kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cbrutan oleh anggota-

anggota masyrakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk 

berkumpul bersama sahabat dan keluargnya. 

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak 

boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan 

pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan 

Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di 

masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti 

meningkatkan industri kecil dan produksi pangan. 

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan 

anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa 

kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan 

toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani 

kepeda mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesaui 

dengan kepercayaan agama yang dianutnya. 

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar 

mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya 

adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian 

dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus 

diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri 
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agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan 

sendiri. 

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi 

kemerdekaanya dalam jangka waktu tertentu. 

10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, 

maka disedaikan sarana yang diperlukan. 

3. Tujuaan Pembinaan Bagi Narapidana 

C.1 Harsono mengumukakan bahwa42 perkembangan pembinaan 

bagi narapidana berakitan erat dengan tujuan pemidaan. Pembinaan 

narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari 

kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. 

Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang 

dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu 

merubah untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari 

sebelum menjadi pidana. 

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan sistem 

pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

unadng Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu : 

 

 

                                                           
42 C.I. Harsono, Pembinaan Narapidana, UI Press, Jakarta, 1986, hlm5 
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Pasal 2 

“sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk 

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak 

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan pdat hidup decara wajar 

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” 

Pasal 3 

“sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, 

sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang 

bebas dan bertanggung jawab” 

  Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan dalam membentuk 

narapidana seperti yang dimaksud di atas tidak terlepas dari peraturan tata 

tertib Lapas itu sendiri, karena Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2003 

tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatn membuat narapidana tersebut 

merasa takut atau tidak ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum 

melihat sanksi yang diberikan peraturan tersebut sangat berat. 
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